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SRI YULANDA PONGOLIU. E1119053. ANALYSIS OF TRANSPARENCY
OF PANGI VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN DULUPI
SUBDISTRICT OF BOALEMO DISTRICT

Transparency of village financial management Is a very important thing that must
be done by the Pang! Village government. The purpose of this study was to find out
the transparency of the Pangi village financial management in the Dulupi
Subdistrict of Boalemo District and to_determine the factors inhibiting the
transparency of the Pang! village (inancial management. This study employed the
theory of the concept of Good Governance, Bureaucratic Reform, Village Finance,
Village Financial Management, Transparency, and Islamic concepts regarding the
Transparency of Village Financial Managenient. The method used was qualtative
with data collection used, namely observation, interviews, and documentation. The
results of the study showed that Pang! Village has implemented transparency in
village financial management by involving the community in" planning,
implementation, and reporting (o the community regarding the vilage financial
management accountability report. The factors inhibiting the transpareng

Pang! village financial management are found in some people as hum
in'the government considered not (o understand the mechanism of village i
management and the mass media used by the village government only 1A th
of billboards/banners.

Keywords: transparency, village financial management
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SRI YULANDA PONGOLIU. E1119053. ANALISIS TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PANGI KECAMATAN DULUPT
KABUPATEN BOALEMO

Transparans! pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang
harus dilakukan oleh pemerintah Desa Pangi. Tujuan dalam penelitian inf untuk
mengetahul transparans! pengelolaan keuangan Desa di Desa Pangi Kecamatan
Dulupi Kabupaten Boalemo dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat
transparansi  pengelolaan  keuangan Desa di Desa pangl . penelitian ini
menggunakan teorl konsep Good Governance, Reformas! Birokrasi, Keuangan
Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi serta konsep islam tentang
Transparansi Pengelolaan Keaungan Desa, metode yang digunakan adalah
kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah observas!, wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pangl sudah
melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan
masyarakat di dalam menyusun perencanaan, mengikutsertakan masyarakat di
dalam  pelaksanaan, serta melaporkan kepada masyarakat mengenal I
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut. Faktor pen
transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Pangi adalah beberapa o
sebagal sumber daya manusia yang ada di pemerintahan dinilat kurang
mekanisme pengelolaan keuangan desa serta media massa yang digun:
pemerintah desa yang hanya berupa baliho/spanduk.

Kata kunct : transparansi, pengelolaan keangan desa
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan otonomi daerah di indonesia mencerminkan tingkat respon masyarakat yang sangat tinggi terhadap tuntutan good governance, terbukti dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pada hakekatnya daerah menerima hak, wewenang, dan kewajiban berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Masyarakat berkeyakinan bahwa dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara mandiri akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta meningkatkan standar pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat mengatur dan memberikan ruang bagi lingkungan untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas mengelola keuangan Desa dan menyerahkan sebagian besar kewenangannya kepada perangkat Desa. Desa harus lebih akuntabel kepada masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dan terbuka (transparan) dengan adanya Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2014.

Informasi Wajib Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Pendapatan, dan Anggaran Desa dari Pemerintah Desa. Dengan memberikan pelayanan 

informasi kepada masyarakat dan mewajibkan pelaporan rencana dalam Musyawarah Desa sekurang-kurangnya setiap tahun, sebagaimana disyaratkan oleh UU No. Setiap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Pemerintah Desa dan Kepala Desa untuk menginformasikan kepada Masyarakat Desa tentang hal-hal yang dikomunikasikan oleh Pusat atau Kabupaten Pemerintah ke Pemerintah Desa. Karena kurangnya informasi mengenai penggunaan dana lokal yang sebenarnya, baik kepala desa maupun pemerintah desa tidak dapat memantau atau mengawasi bagaimana penggunaannya atau apakah sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat memastikan bahwa lebih banyak orang mengambil bagian dalam pembangunan dan mengurangi kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun karena pemerintah desa hanya mengumumkan penerimaan uang tunai dan masyarakat percaya bahwa pemerintah desa adalah satu-satunya entitas yang dapat menangani hal tersebut, masyarakat desa kurang mengetahui masalah keuangan yang dihadapi desa.

Desa diakui sebagai organisasi masyarakat hukum yang terikat secara teritorial yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan. (Undang-undang No 6 Tahun 2014).

Salah satu desa yang ada di kecamatan dulupi yakni desa pangi mempunyai kendala pencatatan pembukuan keuangan yang seharusnya disimpan bersama dengan perangkat desa lainnya ketika menggunakan keuangan desa, adanya sosialisasi penyusunan APBDes kepada masyarakat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran, adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, adanya pengawasan oleh pemerintah desa dalam pembangunan, adanya akses informasi kepada masyarakat melalui media massa atau papan pengumuman. 
Pengelolaan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawaban dana desa. Kades adalah pemilik kawasan pengelolaan dana desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
Perencanaan keuangan desa dan menganalisis bagaimana desa dapat melakukan penyusunan anggaran desa dengan baik dan benar, juga dapat berperan penting dalam pemilihan perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai alat untuk memantau dan mengontrol keuangan desa. Selain itu, dengan adanya perencanaan yang mengarah pada penetapan anggaran desa, maka semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan rancangan yang ada. Penelitian juga ingin mengetahui apakah pemerintah desa melakukan perencanaan keuangannya sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman pengelolan keuangan desa dan sejauh mana pemerintah desa mematuhi peraturan tersebut.
Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yanga dilakukan di bidang keuangan secara terstruktur menurut standar, prinsip, dan prosedur tertentu sehingga informasi terkini terkait keuangan dapat segera diperoleh. Fase ini dapat disebut sebagai fase pencatatan transaksi keuangan selama satu tahun buku. Permendagri No. 20 tahun 2018.
Pertanggungjawaban dilimpahkan kepada Bupati/Walikota dan dilakukan dalam Musyawarah Desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus sudah dibuat oleh kepala desa paling lambat akhir bulan januari. Laporan pertanggungjawaban ini memuat laporan pelaksanaan APBDes ( Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).
Salah satu aturan tata pemerintahan yang baik adalah transparansi. Pada berbagai topik yang berkaitan dengan pengembangan hubungan masyarakat, pemerintah seharusnya membangun keterlibatan yang substansial dengan publik. Masyarakat umum berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan  kewajiban negara dalam menjalankan kehendak rakyat sangat bergantung pada transparansi. Pemerintah harus benar-benar transparan tentang apa yang dilakukannya karena memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penting yang berdampak luas. Akibatnya, transparansi menjadi senjata penting untuk mencegah korupsi dan melindungi keuangan rakyat. Mereka yang memiliki otoritas harus menunjukkan transparansi dan pendekatan terbuka.

Dalam penyelenggara APBDes, transparansi merupakan hal yang sangat penting yang perlu dicermati secara mendalam. Karena itu penting, karena transparansi menunjukan kinerja seorang manejer. Sebagai salah satu implementasi dari prinsip-prinsip indikator tata pemerintahan yang baik, transparansi merupakan hal yang penting untuk diangkat dengan luasnya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Fenomena dan gejala yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi yang telah diuraikan dan Dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo?”
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud penelitian
Maksud penelitian ini adalah melakukan transparansi pengelolaan dana desa
1.3.2 TujuanPenelitian
Berdasarkn permsalahan yang dilakukan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengena ianalisis transparansi pengelolaan keuangan dana desa juga sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang masalah yang sama untuk lebih dikembangkan lagi.
2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan masukan berupa informasi kepada pengguna dan stakeholder serta pihak lainnya tentang analisis transparansi pengelolaan keuangan dana desa
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
2.1 Kajian pustaka
2.1.1 Good Governance
Istilah "pemerintahan yang baik" dapat digunakan untuk merujuk pada struktur dan operasi hubungan politik dan sosial ekonomi yang positif. Komponen terkuat yang saat ini memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa dan pemerintahan yang baik adalah kepentingan manusia. Setiap manusia sekarang memiliki kepentingan individu, kelompok, nasional, dan bahkan mendunia; ini adalah fakta keberadaan yang tak terhindarkan. Upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kepentingan mereka. Memprioritaskan kepentingan selalu menjadi penghalang utama untuk mencapai apa yang disebut sebagai "pemerintahan yang baik". Kepentingan menyebabkan hambatan dan jarak antara orang dan kelompok, sehingga sulit untuk mencapai "kesepakatan".
Memahami konsep yang mendasari tata pemerintahan yang baik adalah kunci untuk memahaminya. Dari prinsip-prinsip panduan ini, dasar untuk kinerja pemerintah akan ditetapkan. Jika pemerintah telah menghubungi salah satu konsep tata pemerintahan yang baik kuno, itu dapat dinilai baik atau buruk. Berikut ini adalah beberapa prinsip tata kelola yang baik:
1. Partisipasi Masyarakat 
2. Tegaknya Supernasi Hukum
3. Transparansi
4. Peduli pada Stakeholder
5. Kesetaraan
6. Efektifitas dan Efisiensi
7. Akuntabilitas
8. Strategi Visi
Fenomena pelayanan publik oleh pemerintah sarat dengan persoalan, seperti prosedur pelayanan yang berlarut-larut, waktu yang tidak dapat diprediksi, dan pelayanan yang sulit diperoleh masyarakat secara wajar. Dalam situasi ini, ini mengarah pada kurangnya kepercayaan pada penyedia layanan, yang mendorong individu untuk mencari alternatif yang lebih mahal daripada metode penyampaian layanan tradisional. Selain hal-hal tersebut di atas, aspek lain dalam memberikan pelayanan publik adalah bagaimana mereka diterima oleh masyarakat umum, yang sering melanggar hak-hak sipil mereka. Pekerja harus tunduk kepada pegawai dan pegawai pejabatnya karena masyarakat telah diposisikan sebagai klien yang membutuhkan bantuan. Hal ini terjadi karena budaya yang muncul selama ini tidak memberikan layanan budaya.
2.1.2 Desa
Desa memiliki struktur dasar berdasarkan hak asal usul khusus dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terpisah. Keberagaman, keterlibatan, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan pemerintahan desa. Sesuai dengan Widjaja 2003:3,
Entitas pemerintah tingkat bawah, seperti desa dan kecamatan, memiliki peran yang bervariasi. Karena merupakan kepanjangan dari pemerintahan kabupaten atau kota dan memiliki kewenangan otonom sendiri, maka kota merupakan badan hukum yang diakui. Kelurahan adalah lokasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kabupaten atau kota di wilayah kelurahan sekitarnya; itu bukan organisasi hukum. Menurut adat, desa adalah suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas dan memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal lokal sesuai dengan tempat asalnya. (2011) Hanif Nurcholis 
Desa adalah masyarakat yang terikat secara teritorial yang diatur dan dikelola oleh hukum setempat yang didasarkan pada adat istiadat dan tradisi yang diterima oleh sistem pemerintahan nasional Republik Indonesia (UU No. 2004 Pemerintah pasal 1 ayat 12).
Desa memperkuat sistem informasi kota dengan mengontrol pemerintahan lokal, mekanisme masyarakat, dan pembangunan otonom yang mungkin terbentuk di desa. Dalam hal pembangunan daerah, pemerintah desa memiliki kekuasaan yang signifikan. Unit pemerintahan desa akan diberikan kewenangan untuk menggerakkan roda jika undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa dilaksanakan secara serius. Otonomi desa ini harus dibarengi dengan kesadaran akan kemampuan aparatur serta semangat otonomi bagi seluruh warga desa.
2.1.3  Keuangan Desa
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari PAD, APBD dan APBN. (Hanif Nurcholis 2011:81)
Keuangan desa mengacu pada kemampuan semua hak dan kewajiban untuk dinilai dengan uang, yang dapat digunakan untuk mewakili kekayaan desa dan hak dan kewajiban baik berupa uang atau benda. (HAW Wijdjaja) .

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bernilai moneter dan nonmoneter sehubungan dengan pemenuhannya. Badan Pendapatan Desa Menurut Pasal 6 72 UU Desa, penyelenggaraan usaha desa, harta benda, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa, serta alokasi APBN, hasil pajak daerah, dan pendapatan asli daerah Kabupaten /Retribusi daerah kota, menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Desa. ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, sumbangan tidak terbatas dari pihak ketiga, dan Desa.
2.1.4  Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Kepala desa mewakili pemerintah desa dan merupakan pemilik kewenangan pengendalian dana desa. (Pasal 1 Permendagri No. 113 Tahun 2014)
Perencanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa merupakan keseluruhan lingkup pengelolaan keuangan desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan, pemilik hak menguasai keuangan desa, dan kepala desa merupakan wakil pemerintah desa dalam hal kepemilikan harta benda. Hanif Nurcholis (2011), 
Rencana Pembangunan Desa dibuat sebagai komponen penting dari sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari persiapan desa. Seluruh lapisan masyarakat, baik ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh organisasi masyarakat, tokoh organisasi perempuan, tokoh LSM, dan lain-lain, ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
Akuntabilitas diperlukan untuk pelaksanaan dan kegiatan belanja anggaran. Kepala desa bertanggung jawab kepada dan membayar kembali kepada masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan dengan benar sesuai dengan hukum hukum berdasarkan prinsip akun tabel.
Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap  perencanaan,pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan desa, dan masyarakat penerima manfaat yang lebih besar, terutama program atau kegiatan pemerintah desa.
Bendahara desa bertanggung jawab atas pencatatan administrasi keuangan desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap transaksi, termasuk pemasukan dan pengeluaran. Transaksi keuangan dicatat oleh bendahara desa. Administrasi desa dilakukan tanpa menggunakan jurnal akuntansi, hanya melalui pembekuan sederhana. Buku Tabungan Umum Keuangan Desa, Buku Tabungan Subsidi Pajak, dan Buku Tabungan Pemakaian digunakan untuk mengelola penerimaan dan bantuan keuangan.
Semua pendapatan dan pengeluaran kasir dilacak oleh kas desa. Saat menerima uang dari pemungutan pajak dan mencatat pengeluaran untuk mengajukan pajak ke Kas Negara. Untuk pendapatan, terdapat sub-leader yang unik berupa buku besar keuangan.
Sekretaris desa menyusun peraturan desa tentang siapa yang akan bertanggung jawab menjalankan APBD dan rancangan keputusan tentang siapa yang akan menjadi pengambil keputusan kepala desa.

Satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran adalah batas waktu yang harus dipenuhi. Bupati/Walikota menerima peraturan daerah dari Kepala Daerah Otonom yang mengatur tentang siapa yang mengurusi APBD dan tugas apa yang diemban oleh Kepala Desa. 
2.1.5 Transparansi
Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Pemerintah diharapkan menjalin komunikasi yang luas dengan masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan pembangunan publisitas. Masyarakat berhak mengetahui berbagai hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah.
Perlunya transparansi dalam pengelolaan perbendaharaan desa bermula dari memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan semua standar hukum yang berlaku tanpa disembunyikan atau dirahasiakan dari publik. Aparat dapat menginformasikan warga dan mengawasi dana desa berkat transparansi. Untuk mengidentifikasi masalah lokal dan mencegah perselisihan di antara masyarakat desa, konsep transparansi sangat penting untuk pelaporan desa. Kewenangan desa memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat dengan terbukanya informasi mengenai penatausahaan uang desa.
Pelaksanaan kewajiban negara dalam menjalankan kehendak rakyat sangat bergantung pada transparansi. Pemerintah harus benar-benar transparan tentang apa yang dilakukannya karena memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penting yang berdampak luas. 
Transparansi adalah tindakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa informasi yang relevan mudah di akses untuk memperoleh informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa suatu masalah jelas, mudah dipahami, dan tidak dibahas lebih lanjut.
Transparansi merupakan komponen kunci dari pelaksanaan APBDes dan harus dipantau secara hati-hati. Karena itu sangat penting, karena transparansi mengungkapkan keefektifan seorang manajer. Transparansi merupakan isu yang krusial karena merupakan salah satu cara di mana indikator tata kelola yang baik dipraktikkan. Salah satu prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi tentang bagaimana pemerintah dijalankan.
Menurut Adisasmita (2011:39), “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan informasi, yaitu masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan informasi lain yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi, salah satunya berupa laporan keuangan.”
Menurut Lalolo (2003:13) “Transparansi adalah asas menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, dan memastikan kemudahan memperoleh informasi merupakan kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah mengingat untuk itu, pemerintah daerah perlu proaktif dan memberikan informasi yang lengkap tentang kebijakan dan layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat.”
Menurut Vera Jasini Putri (Adisasmita 2011:29) “Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk kebutuhannya”.
Transparansi anggaran berarti bahwa berdasarkan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD, diungkapkan dalam semua proses anggaran dan memungkinkan publik memiliki hak dan akses yang sama terhadap anggaran daerah. Proses kognitif karena menyangkut upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka memuaskan minat, keinginan, dan kebutuhan seseorang. (Vera Jasini Putri Adisasmita 2011:29)
2.1.6 Indikator Transparansi
Menurut Kristianten (2006:73), terdapat berbagai indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan membuat dokumen tersedia dan dapat diakses, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan mencegah penipuan dan penyalahgunaan ADD. Akses ke makalah dan ketersediaan informasi biasanya dapat diperoleh melalui dokumen tertulis atau visual.
Dengan membuat pengembangan dan pelaksanaan program transparan kepada publik atau membuatnya tersedia untuk umum dalam bentuk laporan, ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar program atau kegiatan yang disepakati bersama.
Masyarakat diinformasikan secara terbuka oleh pemerintah desa tentang rincian dan pengelolaan ADD. Masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi ini karena ditempel di papan informasi dan materi lain yang diberikan oleh perangkat desa.
Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui dokumen seperti RAB, RKP SPJ, dan APBDes. Selain itu ada juga dokumen lain berupa rekaman foto kegiatan perencanaan, rekaman konferensi atau musyawarah, dan kegiatan pemerintahan desa dan program kemasyarakatan. Dalam akuntansi publik, catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program operasi yang dilakukan dapat diterbitkan melalui surat pernyataan (SPJ) atau laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Informasi sebagai sumber pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk memajukan kedudukan sosial, pengaruh politik, dan kesejahteraan finansialnya. Bagi masyarakat, informasi sangatlah penting. Ini berusaha untuk menawarkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang transparansi pemerintah desa.
Dengan memasang papan pengumuman yang mencantumkan jadwal kegiatan fisik dan non fisik yang sedang berlangsung untuk memberitahu masyarakat tentang pembangunan, perangkat desa dituntut untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembangunan secara transparan. Proses perencanaan yang telah ditetapkan bersama pemerintah kota harus diikuti dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah kota berhak mengetahui dan mengawasi perkembangan desa.
Kepala desa harus mampu mengelola uang yang dialokasikan dan mengolahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa mengawasi pelaksanaan kegiatan program atau kegiatan yang dilakukan dengan bantuan APBD, dan juga ikut mendanai penyelenggara pemerintah desa yang mengerjakan proyek pembangunan dan pemberdayaan desa.
Menurut UU No. 6 Tahun 2014, camat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati, sedangkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksudkan untuk memberikan informasi atau laporan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. 
Kewajiban dituangkan dalam dokumen, seperti SPJ atau LPJ. Pernyataan akun adalah dokumen yang dirancang untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana suatu kegiatan dilakukan. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk mengevaluasi proses umum pelaksanaan operasi dan hasil yang dicapai sebagai hasilnya. Temuan evaluasi juga dapat menjadi dasar refleksi dan inspirasi inisiatif sepanjang tahun anggaran berikutnya. Laporan pertanggungjawaban merinci tindakan yang diambil, serta perolehan dan pengeluaran dana untuk penggalangan dana dan pengeluaran terkait aktivitas.
2.1.7 Prinsip-prinsip Transparansi
Munurut widjaja (2003:261), prinsip keterbukaan bukan hanya soal keuangan,melainkan  transparansi pemerintah terhadap proyek 5 (5) :
a. Keterbukaan dalam  pertemuan-pertemuan penting dimana masyarakat dapat mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi.
b. Keterbukaan informasi terkait dokumen yang perlu diketahui publik.
c. Keterbukaan prosedur (prosedur keputusan dan perencanaan)
d. Buka daftar hukum (daftar orang, daftar tanah, dll).
e. Keterbukaan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
Menurut Forum Kemanusiaan Indonesia (HFI), ada 6 prinsip transparansi, yaitu :
a. Terdapat informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, metode pelaksanaan, bentuk pendanaan atau program).
b. Ada publikasi dan media tentang jalannya kegiatan dan rincian keuangan.
c. Adanya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek, yang tersedia untuk umum, yaitu laporan tahunan.
d. Media penerbitan untuk situs web atau organisasi.
e. Kebijakan penyebaran informasi.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka prinsip transparansi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah keterbukaan informasi kepada publik dan dapat dipahami oleh masyarakat, kejelasan tentang pengelolaan keuangan desa, dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Adanya prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan publik dan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat dengan tersedianya informasi yang mudah diakses dan akurat.
2.2 Penelitian Terdahulu
Tinjauan tentang evolusi kerangka penelitian disediakan dengan menggunakan temuan dari penyelidikan sebelumnya sebagai landasan. Ini mengungkapkan tumpang tindih dan kesenjangan dengan beberapa penyelidikan sebelumnya dan menghasilkan temuan yang terhormat.
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

	No.
	Nama Peneliti (Tahun)
	Judul Penelitian
	Uraian

	1
	Putu Andi SuarJaya Putra (2017)
	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
	Didalam penelitian ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada skala prioritas, kondisi, dan situasi masyarakat

	2
	Suci Indah Hanifah (2017)
	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)
	Pengelolaan keungan di dalam penelitian ini sudah menunjukan pelaksanaan akuntabel dan transparan

	3
	I Wayan Irfan  M (2017)
	Penerapan Transparansi Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung
	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan APBD yang sudah sesuai dengan prosedur


2.3  Kerangka Pemikiran
Kerangka model konseptual tentang bagaimana ideologi berinteraksi dengan banyak faktor yang disoroti sebagai tantangan kritis dikemukakan oleh umat saat ini dalam Sugiono (2007:65). Dengan bantuan kerangka ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel penelitian dan indikasi-indikasi yang menjadi rambu-rambu jalan mereka.




	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

	Tercapainya asas pengelolaan keuangan desa yang : 

	1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pertanggungjawaban


Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran
BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penelitian adalah Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode yang dipakai
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif, dimana Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, penelitian mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Sedangkan menurut Sugiyono (2022), Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek almiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun menurut Raco (2018:7) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, dimana penelitian studi kasus menurut Creswell 

(2022:23) merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus adalah adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono,2016:17) 
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian
Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data mengenai Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.
Tabel 3.1 Operasional Variabel
	Variabel
	Sub Variabel
	Indikator

	
	1. Perencanaan
	1. Adanya sosialisasi penyusunan APBDes kepada masyarakat

	Transparansi pengelolaan keuangan dana  desa (Pemendagri No 20 Tahun 2018)
	2. Pelaksanaan
	2. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran

3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

4. Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan

	
	3. Pertanggungjawaban
	5. Adanya pengawasan oleh pemerintah desa dalam pembangunan

6. Adanya akses informasi kepada masyarakat melalui media massa atau papan pengumuman


     Sumber : (Permendagri No 20 Tahun 2018) 
3.2.3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut sebagai informan bukan responden. Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Sugiyono, 2010). Penelitian informan untuk memperoleh data, dipilih dengan menggunakan teknik snowballing sampling. Berdasarkan desain penelitian, subjek penelitian ini adalah semua unsur yang berperan sebagai aktor, sehingga dalam penelitian ini peneliti berhubungan dengan beberapa informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Keseluruhan informan adalah orang-orang yang memahami berbagai aspek yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi atau sudah sampai pada taraf jenuh (redudancy), maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru. Adapaun informan penelitian pada Kantor Kepala Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo adalah : 
Tabel 3.2 Jumlah Informan

	NO
	NAMA
	JABATAN

	1
	SARDIN YUSUF
	SEKRETARIS DESA

	2
	AGUSTIN HUSAIN
	BENDAHARA DESA

	3
	OLPIN SANI 
	KAUR PERENCANAAN



Sumber : Kantor Desa Pangi 


3.2.4 Jenis Data Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu di kelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah hasil wawancara mendalam.
2) Data kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitaif adalah perhitungan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam kepada informan.

2) Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi (documentation) sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1. Observasi partisipasi ditujukan untuk mengamati, mengikuti, atau terlibat secara langsung terhadap berbagai perilaku, tindakan, atau perbuatan yang difenomenakan oleh para individu (subjek / informan) dalam lingkungan etnisnya.
2. Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Seorang peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Bahan utama wawancara adalah berbagai temuan informasi / data penelitian dari hasil catatan observasi partisipasi terhadap informan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Dokumentasi adalah dengan menelusuri historis yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi yang digunakan secara luas mengacu pada setiap narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu dalam mendeskripsikan tindakannya sendiri, pengalaman dan keyakinan.
3.2.6  Teknik Analisis Data
Menurut Creswell, analisis data pada studi kasus harus terinci beserta setting atau latarbelakangnya. Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka analisisnya akan memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Sedangkan menurut Stake (dalam Wahyuningsih, 2013:6) mengungkapkan empat bentuk analisis data beseta interpretasinya yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus, yakni sebagai berikut :
1. Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul.

2. Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna.

3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel yang menunjukan hubungan antara dua kategori.

4. Pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

Sementara itu, menurut Yin (dalam Wahyuningsih,2013, hlm. 7) membagi tiga teknik analisis untuk studi kasus yakni :

1. Penjodohan pola yaitu dengan menggunakan logika penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

2. Pembuatan eksplanasi yang bertujuan untuk menganalisi data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan.

3. Analisis deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen.

3.2.7 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sanagat penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah diperoleh. Saat peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara rinci tersebut, peneliti secara simultan dan inheren juga melakakukan pengecekan keabsahan data. Maksudnya melakukan analisis dan deskripsi, serta sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang analisis tersebut benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau tidak. Dengan kata lain, peneliti perlu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran data/informasi yang diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti menulis laporan akhir penelitian terutama pada data/informasi yang dianggap meragukan peneliti.


Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pda standar/kriteria dari Lincoln dan Guba (1995), yaitu Standar Kredibilitas (Credibility) merupakan standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang bersumber dari data/informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar kredibilitasnya antara lain :

a. Melakukan triangulasi 

Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabhsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh adalah data yang absah. Triangulasi digunakan sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi terdiri dari empat hal yaitu :

1) Triangulasi Sumber data : Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

2) Triangulasi Teori : Yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan.

b. Melakukan member check, adalah suatu upaya mengecek dan mendiskusikan temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci. Hal ini bertujuan untuk mendaptakan pengertian dan kesimpulan yang tepat, serta melihat berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan.

c. Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan pengamatan secara tekun dan terarah sejalan dengan apa yang ada saat wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari-hari informan kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelusuran lebih dapat dipusatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Desa Pangi

Konon pada waktu itu tersebutlah tiga orang sedang menjelajahi hutan belantara. Sampai ketiga orang itu menemukan sebatang pohon kayu besar berdiameter lebih 10 meter. Setelah itu ketiga orang tua tersebut bersepakat untuk menamakan pohon kayu yang besar itu dengan nama pangi. Sejak itulah pada tahun 1947 terbentuklah perkampungan Dusun Pangi, yang berindukan Desa Mohungo.

Akhirnya pada tahun 1947 dimekarkan menjadi desa tersendiri yaitu Desa pangi. Kemudian tempat tumbuhnya pohon pangi berada di lokasi mesjid As-Sakirin namun sekarang pohon tersebut sudah tidak ada lagi.

Desa pangi memiliki tiga dusun yaitu dusun I Mootilango, dusun II Tibawa, dan dusun III Bongongoayu. Jika dilihat dari luas dusunnya, maka dusun dengan luas terbesar adalah dusun I Mootilango. Sedangkan dusun dengan luas terkecil adalah dusun II Tibawa.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pangi

Visi : Meningkatkan derajat hidup masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya demi terbangunnya peradaban modern yang bermuara pada kemandirian.

Misi : 

a. Pengembangan ekonomi masyarakat 

b. Peningkatan kinerja sumber daya manusia 

c. Memaksimalkan peran agama dan budaya
4.1.3 Profil Desa Pangi

1. Letak Geografis

Letak Geografis Desa Pangi memiliki batas-batas seperti sebelah utara- Desa Tangga Jaya, sebelah timur- Desa Tanah Putih, sebelah selatan- Desa Dulupi, sebelah barat- Desa Lahumbo.

2. Jumlah Dusun


Jumlah dusun yang ada di Desa Pangi yaitu empat dusun terdiri dari dusun I Mootilango, dusun II Tibawa, dan dusun III Bongongoayu.

3. Ketenaga Kerjaan



Pada saat ini aparat desa Pangi berjumlah 20 orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam.
1.1.4 Struktur Organisasi Desa


Gambar 4.1

Struktur organisasi desa

4.2 Hasil Penelitian

Daftar pertanyaan wawancara merupakan sebuah data primer yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan penelitian. Pembahasan dan analisis penelitian merupakan pemaparan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari lapangan. Dalam penelitian ini terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ketiga indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
4.2.1 Tahap Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangangunan Desa sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan desa dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, rencana Kerja Pembangunan desa (RKPK) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian kepada Bapak Sardin selaku sekretaris desa mengenai perencanaan pembangunan Desa dijelaskan bahwa :

”Dalam perencanaan pembangunan desa ini torang selaku pemerintah desa melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah torang menentukan titik-titik dimana akan torang lakukan pembangunan seperti, plat deker, pembangunan paud, pembangunan gedung aset desa. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal serupa di sampaikan oleh bapak tune selaku masyarakat bahwa :

“torang juga diikutsertakan dalam hal memusyawarahkan tentang pembangunan tentu mulai dari perencanaan sampe dengan penyerahan hasil pembangunan"

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulakn bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan desa sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.


Berikut adalah siklus dari musyawarah dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa 



Gambar 4.2

Siklus musyawarah

Berdasarkan gambar siklus diatas dapat disimpulkan Musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan yang paling awal dilakukan dalam melakukan perencanaan karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing desa, kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan masyarakat Musyawarah Desa (Musdes) di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), musyawarah ini merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancangan RKPD.

4.2.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana desa. Proses penyaluran dana diawali dengan pemindahan buku rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di desa pangi dilakukakan dengan dua cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara desa.

Seorang informan ibu agus selaku bendahara desa menjelaskan bahwa :

“kalau untuk dalam pelaksanaan pembangunan desa ini kami menggunakan rekening kas desa sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti, pasir, semen, bata, besi, kayu dan bahan yang lain dek. Kalau uang cahs kami ambil cuman untuk ongkos tukang atau hari uapah kerja (HUK), karena masyarakat ini dia butuh uang, kadang-kadang sore dia butuh uang setelah kerja, kami sudah menyediakan dan tinggal kami salurkan saja kepada tukang tersebut”.


Hal serupa juga dikuatkan oleh bapak olpin bahwa :

“betul, dalam pelaksanaan pembangunan pun torang selaku masyarakat diikutsertakan, termasuk yang menjadi  tukang pun diambil dari desa ini jika masyarakat disini memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Kalau masalah ongkos kadang torang yang meminta untuk kebutuhan perhari dari bendahara”.

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulakan bahwa Desa pangi melakukan seluruh penerima dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Sedangkan pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk nbeberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secarah terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintah yang baik (Good Governance). Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

4.2.3 Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan dana desa. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik (GoodGovernance) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hany disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antara pihak masyarakat dan pemerintah desa.

Seorang informan bapak sardin menjelaskan bahwa :

“benar, dokumennya yang pertama melalui surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada DPM melaui camat, kemudian direkomendasikan oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa-apa saja yang sudah dikerjakan di tahapan pembangunan tersebut, ohh misalnya tentang pembangunan plat deker ini ini dananya habis, maka itu tetap sesuai dengan draf yang dibuat oleh konsultan.. umpama sudah habis dana yang tersebut diatas, maka seperti itulah pertanggungjawaban atau SPJ yang disampaikan kepada pemerintah desa, kecamatan, DPM, dan Keuangan daerah. Begitulah kira-kira proses pertanggungjawaban dana desa yang sudah dilaksanakan oleh desa pangi ini”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan keuangan desa. Kemudian dokumen dokumen tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban juga harus disamapaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pebangunan desa untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah desa.

Hal serupa juga ditegaskan oleh bapak olpin yang mengemukakan bahwa :

“pemerintah desa pangi ini melakukan pertanggungjawaban hasil daripada pembangunan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang besar dan papan informasi di desa ini”.

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah terapkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan keuang desa pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.
4.3 Pembahasan

Dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. Pemerintah desa memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintah yang baik (good governance) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan perangkat desa. Badan permusyawaratan desa (BPD), masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan dalam melibatkan masyarakat setiap musyawarah dalam pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat desa itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Dalam penggunaan Dana Desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa pangi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Sebagai acuan tim pelaksanaan kegiatan harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat desa dapat menciptakan proses pembangunan yang traspaaran dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah desa harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut. Menurut informan pemerintah desa pangi sudah bmenerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun, transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan.

Usaha pemerintah desa pangi dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan samapai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual, penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya.  
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada aparat desa Pangi serta masyarakat Desa pangi tentang bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa di desa pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa pangi ini sudah dapat dikatakan transparansi, hal ini dibuktikan dengan analisa berbagai pertanyaan tentang beberapa indikator yang diajukan kepada aparatur desa maupun masyarakat yang sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa musyawarah pembangunan Desa atau Musrembangdes yang mana pada tahapan perencanaan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Pangi, mulai dari perangkat desa hingga masyarakat yang trurt hadir dalam Musrembangdes tersebut. Dalam tahapan perencanaan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun aspirasi masyarakat desa mengenai kebutuhan dari masyarakat, kemudian selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan, pembahasan mengenai perencanaan anggaran dana desa.

Dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan cara melakukan laporan setiap bulannya serta laporan setiap kegiatan dengan cara menyatakan segala jenis bukti perbelanjaan agar memudahkan bendahara yang akan membuat laporan tersebut. Selain itu di dlam pelaksanaan masyarakat sangat dilibatkan karena jika ada pembangunan didesa tukang nya dari masyarakat Pangi sendiri, jika tidak ada baru untuk mencari tukang di luar desa.

Dalam tahap tertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pangi adalah dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan agar memudahkan dalam membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan tersebut, kemudian laporan pertanggung jawaban tersebut akan ditujukan kepada bupati selain itu juga pemerintah desa Pangi tidak menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui realisasi penggunaan dana desa.

Faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Pangi ini diantaranya beberapa orang seumber daya manusia yang berada di dalam pemerintahan desa pangi yang kurang mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan desa serta media massa yang kurang memadai untuk diketahui oleh masyarakat desa Pangi.
5.2 Saran

 Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Pangi ini, pemerintah desa Pangi harusnya lebih meningkatkan lagi keterbukaan secara rinci kepada masyarakat jangan hanya disampaikan melalui spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor desa tetapi juga harusnya di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui penggunaan dana desa tersebut. Selain itu baliho/spanduk untuk perencanaan, harusnya pemerintah Pangi pun membuatkan spanduk/baliho untuk realisasi penggunaan anggaran dana desa tersebut agar masyarakat pun mengetahui realisasi penggunaan anggaran tersebut. Selain itu pemerintah desa juga harus memberikan pengertian kepada siapa pun aparatur pemerintah yang bekerja di dlam pemerintah desa pangi agar lebih mengetahui secara detail tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa tersebut, bukan hanya kepala desa, sekretaris, dan bendahara saja tetapi sebaiknya semua elemen yang ada di dalam pemerintahan desa pangi mengetahui mekanisme-mekanisme tersebut, dan juga untuk meningkatkan transparansi tersebut lebih baik pemerintah desa melakukan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui website desa yang bisa diakses oleh masyarakat apabila masyarakat ingin mengetahuinya, dan berhubung desa belum membuat website itu sebaiknya desa membuat website itu terlebih dahulu.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah dalam melakukan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) melibatkan masyarakat.?

2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari dana desa.?

3. Apa saja laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.?

4. Apakah pemerintah desa mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian penggunaan maupun pengelolaan keuangan desa.?
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REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol 105/VII/2022

Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua Lembaga
PenelitianUniversitas Ichsan Gorontalo Nomor: 4169/PIP/LEMLIT-UNISANIGTONI2022 Tanggal. 15 Juni
2022 perihal Permohonan rekomendasi penelitian dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama i Yulanda Pongoliu
NIM E1119053
FaklProdi Fakultas Ekonomi Akuntansi
Alamat Desa Pangi Kec.Dulupi Kab Boalemo
Judul Penelian ~ : “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Pangi
Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalomo”
Lokasi Penlitian  : Desa Pangi Kec. Dulupi Kabupaten Boalomo
Waktu 3 (Tiga) Bulan Terhitung sejak 01 Agustus 2022 5.0 31 Oklober 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut

1

2

3

4

Selama mengadakan Peneifian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor
Kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelian.

Tidak dibenarkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada aitannya
dengan Penelian

Setelah melakukan Penelian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelian
kepada Pemeintah Kab. Boalemo Cq. Kepala Kantor KesbangPol Kab. Boalemo

Surat rekomendasiini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak beraku apabila penelit idak
‘mentaal Ketentuan tersebut datas

Demikian Rekomendasiini diberikan uniuk dipergunakan sepertunya.

-Tiyta, 01 Agustus 2022
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SURAT REKOMENDAS| PENELITIAN
NOMOR : 570 /DP-DLP /357/XI1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama SARDIN YUSUF
Jabatan Sekertaris Desa Pangi
Alamat Desa Pangi Kec. Dulupi Kab. Boalemo

Menerangkan Kepada

Nama SRI YULANDA PONGOLIU
NIM 1119053

Angkatan 2019

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah Melaksanakan Penelitian di Desa
Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo yang Berjudul *Analisis Transparansi
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten
Boalemo” Selama 3 Bulan (01 Agustus 2022 s/d 31 Oktober 2022.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya atas
kerja samanya kami ucapkan Terima Kasih

Pangi, 23 Desember 2022
Mengetahui
Desa Pangi
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Lampiran : -
Hal Permohonan [zin Penclitian
Kepada Yth,
Kepala Kesbangpol Kabupaten Boalemo
di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Dr. Rahmisyari, ST. SE.
NIDN : 0929117202

Jabatan Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kescdiannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal /
Skripsi, kepada

Nama Mahasiswa Sti Yalanda Pongoliv

NIM : EIT19053

Fakultas + Fakultas Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Lokasi Penelitian DESA PANGI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN
BOALEMO

Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA DI DESA PANGI KECAMATAN DULUPI
KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.
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Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Dr. Musafir, SE., M.Si
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Jabatan Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Sri Yulanda Pongoliu

NIM : E1119053

Program Studi : Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Judul Skripsi Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Di

Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul
skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan Peraturan Rektor
No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya limiah di
Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal
30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk
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